SALINAN

BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 86 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 14
TAHUN 2017 TENTANG ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DI

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN MEMPAWAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MEMPAWAH,

a. bahwa berdasarkan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Mempawah Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa perlu adanya penyesuaian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten
Mempawah terkait dengan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Mempawah;

c. bahwa untuk melakukan penyesuaian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten
Mempawah perlu adanya Perubahan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu membentuk
Peraturan Bupati Mempawah;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan (Negara Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang—-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi
Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5556);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);



12.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5556);

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);

18.Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor S
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran
Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor
5);sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2017( Lembaran Daerah Kabupaten
Mempawah Tahun 2017 Nomor 6);

19.Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 7
Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017
Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
MEMPAWAH NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG
ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DI
KABUPATEN MEMPAWAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mempawah Nomor 14 Tahun
2017 Tentang Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Mempawah diubah sebagai
berikut :



1. Ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) diubah sehingga menjadi sebagai
berikut :

(1) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 diberikan kepada 60 (enam
puluh) Desa dalam wilayah administrasi Kabupaten Mempawah
sebesar Rp. 60.403.096.000,- (Enam Puluh Milyar Empat Ratus Tiga
Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).

2. Ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (3) diubah sehingga menjadi sebagai
berikut :
(3) Penentuan rincian besarnya Alokasi Dana Desa masing-masing desa
ditentukan berdasarkan :

a. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) yaitu sebesar 70% dari
Rp.60.403.096.000,- = Rp.42.282.167.200,- / 60 desa =
Rp.704.702.700,-/desa.

b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yaitu sebesar 30% dari
Rp.60.403.096.000,- = Rp.18.120.928.800,- (akan dibagi secara
proporsional kepada 60 desa).

3. Ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (1) diubah sehingga menjadi sebagai
berikut :

(1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017
diberikan kepada 60 (enam puluh) Desa, yang ada dalam wilayah
administrasi Kabupaten Mempawah dengan masing-masing besaran
yaitu :

a. Bagi Hasil Pajak Daerah Rp. 3.365.182.000,- (tiga miliar tiga ratus
enam puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

b. Retribusi Daerah Rp. 2.087.430.000,- (Dua Milyar Delapan Puluh
Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

4. Ketentuan dalam Lampiran I tentang Rincian Alokasi Desa Minimal dan
Alokasi Desa Proporsional dan Lampiran II tentang Rincian Bagi Hasil
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa diubah sehingga menjadi
sebagaimana dilampirkan pada Peraturan ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Mempawah.
Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 13 - 10 - 2017

BUPATI MEMPAWAH,

Diundangkan di Mempawah

pada tanggal 13 -10-2017 Ttd
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TTD
RIA NORSAN
MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2017 NOMOR 86

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM

BUNJAMIN
NIP. 19760809 200604 1 009






